
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3711); 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 260 ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kata Tarakan tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2019-2024; 

Menimbang 

WALIKOTA TARAKAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TARAKAN 

PROVINS! KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2019 - 2024 



3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara .. Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah .. Provinsi Kalimantan 
Utara Tahun 2016 Nomor I]; 

10. PeraturanDaerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 
2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah N omor 2 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Utara Tahun 2018 Nomor 11); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 
Tahun 201 7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 
2017 Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kota Tarakan N omor 2 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 
Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan 
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tarakan 
Tahun 2012 Nomor 4}; 

14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Daerah Kota 
Tarakan Tahun 2016 Nomor 20). 
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tarakan. 
2. W alikota adalah W alikota Tarakan. 
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tarakan. 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut 

BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan 
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk 
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan 
berusahan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 
daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAERAH TENTANG REN CANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 
2019 - 2024 

Menetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN 
dan 

WALIKOTA TARAKAN 

Dengan Persetujuan Bersama 
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7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 20 (dua 
puluh) tahun. 

8. Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 
5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Walikota. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaanl-embangunan Daerah. 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 

12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahunan. 

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 
tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah. 

14. Strategi adalah langkah berisikan Program-Program sebagai prioritas 
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran. 

15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 
isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 
bertahap sebagai penjabaran Strategi. 

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 
dengan tugas dan fungsi. 
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RPJMD Tahun 2019-2024 bertujuan sebagai: 
a. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 

Pasal 3 

(3) RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan: 
a. penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota 

yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang 
Wilayah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Kalimantan Utara, dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional; dan 

b. dokumen rencana. Pembangunan Daerah yang memberika.n arah 
sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan 
Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang 
berkesinambungan. 

(2) RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 
perubahan. 

a. transparan; 
b. res pons if; 
c. efisien; 
d. efektif; 
e. akuntabel; 
f. partisi patif; 
g. terukur; 
h. berkeadilan; 
1. berwawasan lingkungan; dan 
j. berkelanjutan. 

(1) RPJMD Tahun 2019-2024 dilaksanakan berdasarkan asas: 

Pasal 2 

6 



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; 
dan 

BAB IX PENUTUP 

PROGRAM DAN BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN DAERAH; 

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 
PERANGKAT DAERAH; 

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN; 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; 

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH; 

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN; 

BAB III 
SISTEMATIKA RPJMD 

Pasal 5 

RPJMD memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, 
Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat 
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

BAB II 
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2019-2024 

Pasal 4 

b. pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk 
kurun waktu 5 (lima) tahun; 

c. pedoman dalam penyusunan RKPD; 

d. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan 

e. acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan 
Daerah. 
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( 1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses 

perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan 
rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

Pasal 7 

BABV 
PERUBAHAN 

( 1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan 
dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya Visi dan Misi 
W alikota dan W akil W alikota yang dituangkan dalam RPJMD . 

. (2) W alikota melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJMD. 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan terhadap 
pelaksanaan Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program 
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi rencana 
Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai 
Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan 
jangka menengah Daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Walikota. 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(2) Uraian sistematika RPJMD Tahun 2019 - 2024 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 8 
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari 

kekosongan rencana Pembangunan Daerah, Walikota pada tahun 
terakhir masa jabatannya menyusun: 

a. draft rancangan awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan 
mengacu pada awal kelanjutan dan Sasaran RPJPD periode 
keempat; dan 

b. RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada Arah Kebijakan dan 
Sasaran RPJPD periode keempat dan/ atau rancangan awal RPJMD 
jika telah tersedia. 

(2) RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan 
belanja daerah tahun pertama periode masajabatan Walikota berikutnya. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang 
dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang­ 
undangan; 

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya 
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial 
budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan 
kebijakan nasional; dan/ atau 

d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan 
kebijakan nasional. 

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINS! KALIMANTAN 
UTARA NOMOR 40/5/2019 

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 40 

Diundangkan di Tarakan 
P a tanggal 9 Agustus 2019 
p·. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, 

Ditetapkan di Tarakan 
Pada tanggal 9 Agustus 2019 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
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Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan 
RPJMNasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. RPJMD 
digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan 
penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi 
penyelenggaraan pemerintah Daerah dan selanjutnya penyusunan 
RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah beberapa kali 
diubah-terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024 merupakan 
penjabaran visi dan misi Walikota yang bersinergi dengan visi, misi dan 
Program Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat serta hasil 
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan 
memperhatikan dinamika kondisi Daerah. 

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan 
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah dengan visi, misi dan 
program Walikota yang memuat kebijakan penyelenggaraan 
pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan 
daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) sebagai landasan pedoman dalam melaksanakan 
pembangunan di Kota Tarakan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN 
NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2019 - 2024 
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Pasal 2 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "transparan" yaitu 
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara 
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 
asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "responsif' yaitu dapat 
mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan 
perubahan yang terjadi di Daerah. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "efisien" yaitu pencapaian 
keluaran (output) tertentu dengan masukan 
terendah atau masukan terendah dengan keluaran 
(output) maksimal. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "efektif' yaitu kemampuan 
mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, 
melalui cara atau proses yang paling optimal. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "akuntabel" yaitu setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan 
pembangunan Daerah harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Huruff 
Yang dimaksud dengan "partisipatif' yaitu 
merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam 
setiap proses tahapan perencanaan pembangunan 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang wilayah" 
adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan 
penjabaran strategi dan arahan kebijakan 
pemanfaatan ruang wilayah nasional dan 
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang 
wilayah. 

daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok 
masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur 
khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi 
kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses 
dalam pengambilan kebijakan. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan "terukur" yaitu penetapan 
target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara 
untuk mencapainya. 

Hurufh 
Yang dimaksud dengan "berkeadilan" yaitu prinsip 
keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, 
gender dan usia. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" 
yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan 
makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan 
lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber 
daya alam dan sumber daya manusia. 

Hurufj 
Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" yaitu 
pembangunan yang mewujudkan keutuhan 
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini 
dan generasi masa depan dengan memperhatikan 
potensi dampak pembangunan dalam 
mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber 
daya manusia. 
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Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "Pemangku Kepentingan" adalah 
pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan 
manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 
Pembangunan Daerah antara lain unsur Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, TNI, POLRI, Kejaksaan, 
akademisi, lembaga swadaya masyarakat/ organisasi 
masyarakat, tokoh masyarakat Daer ah, dunia 
usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 
dan kelurahan serta keterwakilan perempuan ( seperti PKK, 
Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan 
termarginalkan. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan 
menengah nasional" adalah dokumen perencanaan 
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) 
tahunan. 

Hurufb 
Cukup jelas. 
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Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup J elas. 
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